
BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1 PT Bank Syariah Mandiri 

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak Juli 1997, yang disusul 

dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah 

menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi 

kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, 

industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional 

mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan 

merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. 

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki 

oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT 

Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi 

tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta 

mengundang investor asing. Pemerintah melakukan penggabungan (merger) 

empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) 

menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 

1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT 

Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. 

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan 

konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. 

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah 



di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU 

No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi 

syariah (dual banking system). 

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan 

UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT 

Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, 

Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan 

infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional 

menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank 

Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 

tanggal 8 September 1999. 

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan 

oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/ KEP.BI/1999, 

25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior 

Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi 

PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, 

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 

Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. 

 

 

 



4.2 PT Bank BNI Syariah 

Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada 

tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 

kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 

12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha 

kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 

ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 

2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 

beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu 

spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi 

yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat 

Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan 

syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan 

syariah juga semakin meningkat. 

4.3 PT Bank BRI Syariah 

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap 

Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank 

Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, 

maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRIsyariah secara resmi 

beroperasi. Kemudian PT. Bank BRIsyariah merubah kegiatan usaha yang semula 



beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan 

perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.  

Aktivitas PT. Bank BRIsyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 

2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRIsyariah (proses 

spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan 

dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. 

Bank BRIsyariah.  

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRIsyariah merintis sinergi 

dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan 

jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor 

Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan 

penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip 

Syariah.  

 

4.4 PT Bank Muamalat Indonesia 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai 

perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 

November 1991. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha 

muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. 



Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat 

Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah 

seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan 

Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia 

Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. 

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai 

Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan 

Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

(HMETD) sebanyak lima kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di 

Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Hingga saat ini, 

Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan 

terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan 

pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun 

melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang 

memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS). 

4.5 PT Bank Panin Dubai 

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang 

lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di 

bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin 

Dubai Syariah Bank mendapat izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 



Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai 

beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009.  

 

4.6 PT Bank BCA Syariah 

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa 

tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah 

semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, 

maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat 

dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi,. PT Bank Central Asia, Tbk 

(BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang 

nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah. 

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat 

Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji 

Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan 

usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. 

Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 

Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham 

ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT 

Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance. 

Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank 

umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan 



Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan 

memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi 

beroperasi sebagai bank umum syariah. 

4.7 PT Bank Mega Syariah 

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang 

didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI 

No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) 

melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan 

Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin 

mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. 

Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu 

dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputi Gubernur Bank 

Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia 

(BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank 

Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah 

perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum 

konvensional menjadi bank umum syariah. 

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun 

kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan 

bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister 

company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 

November 2010 sampai dengan sekarang, melalui Keputusan Gubernur Bank 



Indonesia No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia 

berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah. 

4.8 PT Bank Jabar Banten Syariah 

Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha 

Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada 

tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa 

Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan 

syariah pada saat itu. 

Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, 

manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 

berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta 

mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share 

perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk 

menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. 

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka pada tanggal 15 Januari 

2010 didirikan bank bjb syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat 

oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 

tanggal 26 Januari 2010. 

 



4.9 PT Maybank Syariah Indonesia 

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank Indonesia” atau “Bank”) 

adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian 

dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank), salah satu  grup penyedia layanan 

keuangan terbesar di ASEAN. Sebelumnya, Maybank Indonesia bernama PT 

Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, 

mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya 

sebagai perusahaan terbuka di bursa efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah 

merger menjadi Bursa Efek Indonesia) pada 1989. 

Maybank Indonesia merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang 

memiliki jaringan regional maupun internasional Grup Maybank. Maybank 

Indonesia menyediakan serangkaian produk dan jasa komprehensif bagi nasabah 

individu maupun korporasi melalui layanan Community Financial Services 

(Perbankan Ritel dan Perbankan Non-Ritel) dan Perbankan Global, serta 

pembiayaan otomotif melalui entitas anak yaitu WOM Finance untuk kendaraan 

roda dua dan Maybank Finance untuk kendaraan roda empat. Maybank Indonesia 

juga terus mengembangkan layanan dan kapasitas E-banking melalui Mobile 

Banking, Internet Banking, Maybank2U (mobile banking berbasis internet 

banking), MOVE (Maybank Online Savings Opening) dan berbagai saluran 

lainnya. 

 

 



4.10 PT Bank Victoria Syariah 

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertaman kalinya dengan nama 

PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta 

tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Angggaran Dasar Nomor 4 

tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat 

Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan 

pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon 

masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 

Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62. 

Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria 

Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 

tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan 

tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 

19 Januari 2010, Serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. Tambahan Nomor 31425. 

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum 

Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank 

Indonesia berdasarkan Keutusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 



12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah 

mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun 

kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 

99.99% 

 


